Pendaftaran STDB untuk

Tanaman Komoditas yang
Dikelola Masyarakat di Lahan
Perhutanan Sosial dengan
Skema KHDPK

Penafian: Studi ini ditugaskan oleh proyek GIZ Sustainability and Value Added in Agricultural Supply Chains in
Indonesia (SASCI+), yang didanai oleh BMZ, dan dilakukan oleh Koltiva. Pandangan dan pendapat yang
diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi resmi GIZ.



Tujuan Panduan Praktis

Menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang komprehensif
bagi pekebun dalam melakukan pendaftaran STDB.

1.

Memberikan informasi tentang tata cara mendaftarkan aktifitas
budidaya komoditas tertentu dalam skema Perhutanan Sosial
pada kawasan hutan KHDPK.

Memberikan informasi tentang peran serta para pihak terkait
untuk melakukan pendaftaran STDB.




Mengenal e-STDB

STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) adalah

keterangan budidaya yang diberikan kepada e-STDB adalah sistem

Pekebun oleh Bupati dan/atau Walikota. elektronik dari STDB.

Pengertian e-STDB

Sistem elektronik yang memuat informasi database
petani rakyat (swadaya) secara terpadu di seluruh
Indonesia.

Sistem ini memudahkan pemerintah dan stakeholders
dalam memantau petani yang telah terdaftar secara
resmi dalam budidaya perkebunan.

e-STDB diatur dalam Kepdirjenbun No. 37/Kpts/P1.400 /03/2024
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
Untuk Budi Daya (STDB) dan Kepdirjenbun No. 123/Kpts/P1.400/12/2024
tentang Perubahan Atas Kepdirjenbun No. 37/Kpts/P1.400 /03/2024
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
Untuk Budi Daya (STDB).

Penerbitan STDB tidak dikategorikan sebagai perizinan.

Website e-STDB:
https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/



https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/

Contoh STDB

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN

Nomor:
A. Keterangan Pemilik
1. Nama
2. Tempat/Tanggal Lahir
3. Nomor KTP
4. Alamat -

B. Data Kebun

1. Kebun 1
- Lokasi/Titik Koordinat Kebun

- Desa/Kecamatan

- Status Kepemilikan Lahan

- Nomor . .
- Luas areal tertanam

- Luas berdasar dokumen

- Jenis Tanaman

- Produksi per ha per tahun

- Asal Benih/Bibit

- Jumlah Pohon

- Pola Tanam - .
- Jenis Pupuk -

- Mitra Pengolahan

- Jenis Tanah

- Tahun Tanam

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

31 Desember 2024

NIP:

Dokumen ini telah dit i secara ik yang diterbit oleh Balai ifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Contoh STDB yang telah terbit




Contoh STDB

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)
LAMPIRAN PETA KEBUN 1
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* STD-B ini bukan untuk perizinan usaha budidaya atau pengakuan atas penguasaan lahan
* STD-B ini tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)
LAMPIRAN PETA KEBUN 1

PEMILIK: TITIK KOORDINAT: PANJANG SISI:
NOMOR: o 7°62277"S  C 1385 m
DESA: c2: 7°6123.22"S 1.14m
KECAMATAN: c3: 7962354"S  C3-C4:9.53m
KABUPATEN: o4 7°623.78"S
LUAS: Cs: 7°6'23.74"S C5-C6: 2.66 m
KELILING: C6: 79623.45"S  C6-CT:9.63m
cr: 79622.95"S  C7-C8:30.94m
cs: 7°622.44"S  C8-C9:20.82m
c9: 79622.22'S  C9-C10: 1243 m
clo: 79622.09"S  C10-C11: 10.39 m
cll: 79622.02"S  C11-C12: 1018 m

Ci12: 7°6'22.72"S C12-C13:31.61 m
undefined  C13-C1:5.87m

Contoh STDB yang telah terbit




Manfaat STDB

Tercatatnya petani di dalam daftar
petani nasional beserta jenis
budidayanya.

Meningkatkan peluang petani dalam
rantai pasok komoditas.

Meningkatkan kredibilitas dan posisi
tawar dalam rantai nilai pertanian.

Standar kelayakan untuk mendapatkan
dukungan keuangan dan teknis dari
pemerintah maupun sektor swasta.

Bagi Pembeli

e-STDB memungkinkan dilakukannya
uji tuntas dan penelusuran untuk
memverifikasi legalitas dan
keberlanjutan komoditas di tingkat
produser.




Manfaat STDB

Bagi Pemerintah

Data pekebun secara lengkap
terkonsolidasi secara tepat,
konsisten, dan harmonis.

Sumber informasi terpadu agar
program pemberdayaan dan
lainnya yang dicanangkan
pemerintah pusat bisa
terkoordinasi dengan baik bersama
pemerintah daerah secara faktual.

a—
Sor
Bagi Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)

Membantu pemerintah
dalam mendampingi
pendaftaran STDB.

Membantu pemerintah
memberikan pemahaman
kepada petani mengenai
STDB.

Dapat menjadi penghubung
antar stakeholders.



Ketentuan Pendaftaran Kebun pada STDB

000

Kriteria Petani Komaoditas Operator Pendaftar

Petani yang Tanaman Dinas yang menangani/melaksanakan
memiliki luas perkebuna urusan bidang perkebunan kabupaten/
lahan kurang n seperti kota*, perangkat desa, penyuluh pertanian,
dari 25 (dua kopi, karet, pengurus koperasi/kelompok tani,

puluh lima) kakao, dan didukung oleh institusi atau organisasi mitra
hektar. lainnya. pembangunan, LSM dan sektor swasta.

*) selanjutnya disebut Dinas Pertanian

Dokumen yang Diperlukan

Informasi Kebun

Status kepemilikan lahan dan nomor sertifikat/ Tahun tanam.
dokumen legal lainnya. Jumlah pohon.
Jenis komoditas yang didaftarkan. Asal benih.

Nama sesuai perizinan Perhutanan Sosial yang Jenis pupuk.
diterbitkan KLHK/Kemenhut. Mitra pengolahan.
Luas lahan sesuai dokumen akses lahan. Kode wilayah
Total produksi setahun (dalam kg). kelurahan lokasi
Jenis lahan (mineral/basah (pasang surut, gambut)). kebun.

Pola tanam (monokultur/polikultur).

Informasi Petani

Nama lengkap sesuai KTP. Jenis kelamin.

Tempat dan tanggal lahir. Kode wilayah desa [—
Nomor Induk Kependudukan (NIK). domisili petani (dapat Tjazah
Alamat domisili petani. dicek di portal e-STDB). terakhir.

Peta Plot

Qe Dikembangkan melalui metode pemetaan
'.. berbasis GPS atau pemetaan partisipatif.




Cara Pendaftaran Kebun melalui e-STDB

Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pertanian yang diatur dalam Kepdirjen No. 37

a dan 123 tahun 2024.
v— Pendataan-pemetaan dapat dilakukan oleh tim yang
SIAPAN

1 dibentuk oleh pihak ketiga (LSM/konsultan/
PER perusahaan) dan diketahui oleh Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan Provinsi.
l Pembekalan teknis untuk tim yang telah dibentuk.

Sosialisasi e-STDB kepada penyuluh pertanian, pendamping
perkebunan, camat, kepala desa/lurah, kepala dusun,
pengurus kelompok tani, pengurus gabungan kelompok

P @_@ tani, Babinsa, dan perwakilan dari perkebunan yang

SOSIALISASI mempunyai kebun plasma/kebun binaan.
Sosialisasi dapat melalui workshop, rapat, FGD, ledaflet, atau

l banner.
&

Tim pendataan kabupaten/kota mengumpulkan informasi
@\‘ = %l petani dan informasi kebun melalui sensus langsung ke
[ 3

3 i, petani atau pengumpulan data dari kelompok tani/KPH
atau BPSKL sebelum sensus.
PENDATAAN Tim mengunggah semua data petani dan kebun yang telah

l dikumpulkan ke dalam e-STDB.

Tim pemetaan kabupaten/kota memetakan kebun
petani secara jelas, mengidentifikasi batas-batas lahan
E- g menggunakan GPS atau tools mapping lainnya.
s Tim pemetaan memastikan keselarasan plot kebun
PEMETAAN dengan peraturan tata ruang dan batas hutan.
Tim mengunggah semua peta plot yang telah

‘ dikumpulkan ke dalam website e-STDB nasional.




Cara Pendaftaran Kebun melalui e-STDB

)
VERIFIKASI

PENERBITAN

Tim verifikasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/
kota mengecek data petani, kebun, dan peta yang telah
diunggah ke e-STDB.

Verifikasi juga dilakukan dengan tumpang susun antara
peta lokasi kebun dengan peta kawasan hutan/kawasan
HGU (Hak Guna Usaha).

Khusus komoditas di kawasan hutan, tim verifikasi juga
mengecek dokumen hak akses lahan kawasan hutan oleh
petani.

Apabila diperlukan, tim verifikasi dapat meninjau ke
lapangan dan ke petani secara langsung untuk validasi
data dan peta (metode on site).

Verifikasi juga dapat dilakukan secara mandiri di platform
e-STDB yang telah mengintegrasikan peta kawasan
hutan dan peta HGU (metode on desk).

Data pekebun dan peta kebun yang telah clean and clear
(CnC), selanjutnya diproses untuk penerbitan STDB
melalui penandatanganan STDB secara elektronik oleh
bupati/wali kota.

Penerbitan dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang
melaksanakan urusan bidang perkebunan di tingkat
kabupaten/kota.




Masa Berlaku dan Berakhirnya STDB

MASA STDB dianggap masih berlaku apabila:
BERLAKU

Petani tetap aktif terlibat dalam kegiatan
perkebunan di lahan yang terdaftar.

Petani mematuhi peraturan yang berlaku
tentang kepemilikan lahan, pengelolaan
tanaman, dan perlindungan lingkungan.

Plot yang dipetakan tetap konsisten dengan
penggunaan lahan saat ini.

RERERTE @l BERAKHIR

STDB dapat berakhir dalam kondisi berikut:

a| Perubahan kepemilikan;
b Perubahan jenis tanaman;

€| Perubahan luas;

d Tanahnya musnah; dan/atau

e| Tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

Apabila STDB berakhir, maka petani
perlu registrasi STDB kembali.



Peran Para Pelaku

Peran dan Tanggung Jawab

® Mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan,
@ pemetaan, verifikasi, dan penerbitan e-STDB.
NAS Mendukung sosialisasi dan pelatihan.

[ )
® . . ) .. .
Dinas Pertanian . Mengoperasikan sistem e-STDB di tingkat daerah

Kota/Kabupaten Memberikan bantuan teknis dan pengembangan
kapasitas petani.
© Mengembangkan dan mengelola platform e-STDB.
© Menerbitkan peraturan nasional dan pedoman
A teknis.
e © Menyediakan pengembangan kapasitas ke daerah-
Ditjen Perkebunan, daerah.
K?,?rig;ei;ﬁn © Koordinasi dengan kabupaten/kota untuk
percepatan STDB.
® Mengatur status lahan, terutama untuk lahan di
® ® ® kawasan hutan (misal: KHDPK).
S% ® Bersama dengan Ditjen Perkebunan,
Kementerian Pertanian menyeleraskan tentang
Ditjen Perhutanan STDB dalam KHDPK.
Sosial, ® BPSKL berwenang memastikan status akses
Kﬁgﬂgﬂszn kelola PS dalam KHDPK dan memastikan validitas
dari petani pemegang SK.
@ Mengelola kawasan hutan negara (terutama di Jawa).
A > © Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk
Y S?s petani di lahan hutan yang sebelumnya berada di
== bawah pengelolaan Perhutani dan telah masuk
Perhutani KHDPK.

© Mendukung pemetaan agroforestri.




Peran Para Pelaku

® Menyediakan data yang akurat tentang lahan,

@ tanaman, dan identitas petani.
/|I]‘_’[]_‘\ ® Berpartisipasi dalam pemetaan dan verifikasi.
L ® Memelihara perkebunan sesuai dengan peraturan

Petani swadaya yang berlaku.

©® Mewajibkan petani untuk mendapatkan STDB
yang valid untuk kepatuhan dan ketertelusuran.
© Dapat membantu petani dalam pendaftaran
melalui fasilitasi kelompok atau program CSR.
Pembeli/ (] Il:/lemt?erikan pantuap t.eknis dan pengembangan
Sektor Swasta apasitas bagi petani binaan.

@ Mendukung pemetaan partisipatif dan informasi
peraturan terkait STDB.

® Dapat membantu pemerintah dalam memberikan
bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi

petani.
I ©® Dapat membantu pemerintah dalam mendukung
rl pemetaan partisipatif dan memberikan informasi
LSM peraturan terkait STDB kepada petani dan

pemangku kepentingan terkait lainnya.
©® Dapat mendukung pemerintah dalam
mengadvokasi penerapan kebijakan yang inklusif.




Akses Kelola Masyarakat

Petani yang Legal di Kawasan Hutan

Petani yang legal di kawasan hutan adalah kelompok masyarakat yang telah memiliki
izin kelola hutan, baik berupa hutan desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan
skema Perhutanan Sosial yang sesuai dengan KHDPK.

Jenis-jenis Kawasan Hutan yang Boleh Diakses Petani

Jenis Kawasan Hutan

Bisa Dikelola Petani?

Skema Legal yang Berlaku

Hutan Produksi

Ya

Perhutanan Sosial (HKm,
Kemitraan, HTR), KHDPK, KKPP

Hutan Lindung

Ya

Perhutanan Sosial (HKm,
Kemitraan), KHDPK, KKPP

Hutan Konservasi

Terbatas (Izin
Ketat)

Perhutanan Sosial (Kemitraan
Konservasi)

KHDPK (Khusus Jawa)

Ya

Perhutanan Sosial (Kelompok
Tani Hutan/LPHD)

Wilayah Kelola
Perhutani

Ya (Terbatas)

KKPP (Kemitraan Kehutanan
Perhutani Produktif)

KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus)

Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk dikelola secara khusus, yang biasanya digunakan oleh
masyarakat melalui skema perhutanan sosial atau kemitraan lainnya untuk

agroforestri dan pemanfaatan berkelanjutan.



Prosedur Registrasi STDB bagi Petani di

Kawasan Perhutanan Sosial-KHDPK

Prasyarat Pendukung

Pembentukan dan pendaftaran kelompok tani atau koperasi formal dengan
status hukum sebagai unit administratif yang memfasilitasi pendaftaran.

Kelompok tani Fasilitator Fasilitator melakukan pemetaan
harus menyediakan menyortir data pada geospasial dan mengumpulkan
dokumentasi yang SK Izin Perhutanan data mengenai identitas petani,
sah dari izin KHDPK Sosial yang dimiliki area yang ditanami, dan

yang mereka miliki kelompok menjadi praktik-praktik budidaya.
(misalnya, SK izin data individu per Pemetaan disesuaikan dengan
perhutanan sosial). petani. batas-batas izin KHDPK.

Tim verifikasi Setelah data terkumpul, Setelah data terkumpul,
kabupaten/kota data tersebut diunggah fasilitator akan memverifikasi
melakukan verifikasi ke platform e-STDB kelengkapan data, kelengkapan
dokumentasi dan nasional, baik oleh dokumen, informasi geospasial
akurasi geospasial perwakilan kelompok kebun, dan data shapefile

plot kebun (on desk tani maupun fasilitator kebun sebelum diunggah ke
dan/atau on site). pendamping. platform e-STDB.

Setelah verifikasi berhasil, e-STDB akan dikeluarkan untuk petani atau kelompok.

Setelah diterbitkan, petani diharapkan untuk:

a Melaporkan kepada Dinas Pertanian setempat maupun BPSKL
mengenai STDB yang telah terbit.

b Melaporkan kepada manajemen kelompok petani/koperasi apabila
terjadi perubahan terkait informasi kebun dan petani sehingga
menyebabkan masa berlaku STDB berakhir.




Studi Kasus Registrasi STDB
oleh Petani pada Kawasan Hutan

Kasus 1
Duplikasi Data Karena Tidak Ada Koordinasi antar Stakeholders

Stakeholders (mitra pembangunan) menginput data petani ke e-STDB
tanpa koordinasi, sehingga sering terjadi duplikasi NIK dan data
petani baru terdeteksi dobel setelah proses input selesai.

Solusi

Sebelum pihak ketiga (LSM/Sektor Swasta) memulai pengumpulan data STDB,
pihak tersebut perlu mengecek di Dinas Pertanian setempat apakah data sudah
tersedia atau teregister di lokasi yang akan diambil dan identifikasi gap yang ada.
Harus ada PIC atau spokesperson resmi di tingkat kabupaten (dinas yang
menangani perkebunan) yang menjadi pusat koordinasi semua input data.
Operator dapat juga mengecek petani yang sudah teregistrasi secara langsung
dalam platform e-STDB dengan menginput NIK petani sebelum dilakukan
pengumpulan data keseluruhan.

Setiap stakeholder wajib konfirmasi ke PIC daerah sebelum input data baru.

Kasus 2

Dokumen Kemitraan Belum Jelas antara Petani dan Perhutani

m Petani/operator penginput data mengunggah data petani yang
berada di wilayah kelola Perhutani tanpa mengecek legalitas

kemitraan (MoU/PKS), sehingga ada potensi data ditolak karena
status pengelolaan lahan belum sah.

Solusi

Sebelum upload, pihak yang akan meregister petani dalam STDB wajib
memverifikasi adanya MoU/PKS aktif dengan Perhutani.

Pihak verifikator di dinas juga harus mengecek kesesuaian lokasi poligon
dengan wilayah kerja Perhutani dan status kemitraannya.




Studi Kasus Registrasi STDB
oleh Petani pada Kawasan Hutan

Kasus 3
Ketidaksesuaian Poligon Lahan dengan Status Kawasan Hutan

m Poligon lahan yang diunggah oleh petani atau tim pemetaan tidak
sesuai dengan peta kawasan hutan resmi (bisa overlap dengan
kawasan konservasi atau kawasan di luar KHDPK).

Solutions

Tim teknis kabupaten perlu melakukan review spasial manual untuk kasus-
kasus yang ambigu.

Pelatihan petani lokal atau tim pemetaan dalam penggunaan alat GPS/
mapping sederhana oleh Ditjenbun atau mitra pembangunan.

Sebagai catatan, STDB tidak dapat dikeluarkan bagi petani pada kawasan
hutan lindung ataupun di luar KHDPK.




Rekomendasi Praktik Terbaik

Bagi Petani

Memastikan status legal lahan: Hanya mendaftar jika
sudah tergabung dalam skema kemitraan legal (KHDPK,
KKPP, atau Perhutanan Sosial).

Menyimpan dan menyiapkan dokumen penting seperti
KTP, bukti keanggotaan kelompok, bukti MoU atau SK
kemitraan.

Aktif dalam kelompok tani/kelompok kemitraan untuk
mempermudah proses kolektif pendaftaran dan
pendampingan.

Bagi Pembeli/Sektor Swasta

Memverifikasi legalitas petani dengan meminta
STDB dan bukti kemitraan kawasan hutan.
Mengintegrasikan sistem traceability internal
dengan data e-STDB.

Melakukan pendampingan kepada petani
binaan.

Membantu pengumpulan data untuk registrasi
STDB.

Bagi Dinas Pertanian

Menyediakan pelatihan teknis dan SOP kepada petugas
pendataan mitra pembangunan dan kelompok tani.
Membentuk posko e-STDB atau PIC tetap di daerah
dengan kawasan hutan tinggi untuk koordinasi antar
pemangku kepentingan.

Membantu pengumpulan data petani di area binaan
untuk registrasi STDB.




Rekomendasi Praktik Terbaik

Bagi BPSKL (Kehutanan)

Sinkronisasi data antara e-STDB dan sistem KLHK
(SIPAPS, GoKUPS, dashboard PS) agar tidak ada
tumpang tindih.

Melakukan review berkala terhadap data petani di
kawasan hutan dan memberi dukungan kebijakan ke
dinas teknis.

Bagi Perhutani

Mendukung koordinasi dengan Ditjen Perhutanan Sosial
dalam pengajuan STDB di lahan KHDPK eks lahan PHBM/
Kemitraan Kehutanan.

Membuka komunikasi dan pelatihan bersama stakeholder
(Dinas, LSM, mitra pembangunan) untuk meminimalkan
konflik data.

Bagi LSM dan Mitra Pembangunan

Dapat terlibat bersama pemerintah dalam
membantu pendampingan langsung ke petani
termasuk pelatihan teknis pengisian dan
verifikasi e-STDB.

Koordinasi wajib dengan PIC kabupaten/kota
dan Perhutani sebelum melakukan input atau
pendataan massal.

Membantu pemerintah dalam mengarsipkan
dokumen legal kemitraan dan peta spasial
secara sistematis, agar setiap data e-STDB
memiliki bukti pendukung yang sah.




Pertanyaan & Jawaban

Q Apa yang dimaksud dengan STDB?

STDB adalah singkatan dari Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya
(STDB), yang merupakan surat registrasi untuk usaha budidaya perkebunan yang
dikeluarkan untuk petani swadaya. Surat ini berfungsi sebagai pengakuan resmi atas
aktivitas pertanian dan area perkebunan mereka.

Q Apa yang dimaksud dengan e-STDB?

e-STDB adalah versi elektronik dari STDB dan merupakan platform terpadu yang
memuat informasi database petani rakyat (swadaya) di seluruh Indonesia.

(0] Mengapa STDB penting bagi petani?

STDB penting karena memberikan pengakuan resmi terhadap perkebunan petani, yang
semakin dibutuhkan untuk penyusunan program pemberdayaan perkebunan rakyat
mengakses pasar, mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, mematuhi peraturan global
seperti EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa), dan memenuhi syarat untuk
mendapatkan dukungan pemerintah, subsidi, atau pembiayaan pertanian. Dokumen ini
juga membantu meningkatkan ketertelusuran dan transparansi di sektor perkebunan.

(0] Apakah STDB dianggap sebagai izin?

Tidak, STDB bukanlah izin, lisensi maupun sertifikasi, namun merupakan registrasi
yang memberikan pengakuan formal atas kegiatan perkebunan oleh petani swadaya.
STDB tidak melegalkan kepemilikan lahan, tetapi merupakan dokumen administratif
yang penting untuk pemantauan dan implementasi kebijakan.

(0} Peraturan mana yang menyebutkan STDB?

STDB disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37
tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan STDB, yang diperbaharui melalui Keputusan
Direktur Jenderal Perkebunan No. 123 tahun 2024 menjelaskan proses registrasi STDB
dalam platform e-STDB.

(0] Siapa yang berwenang menerbitkan STDB?

Penerbitan STDB berada di bawah kewenangan Bupati/Wali Kota, dan dapat
didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.




Pertanyaan & Jawaban

Q Siapa yang berwenang menandatangani STDB secara elektronik?

STDB elektronik dapat ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, dengan syarat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sistem. A

(0} Apa saja tahapan dalam menerbitkan STDB?

Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan berikut: Sosialisasi, Pendataan,
Pemetaan, Verifikasi, dan Penerbitan. Penjelasan lebih rinci dapat
dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37 Tahun
2024, yang dapat diunduh di sini: https://bit.ly/SKDirjenbun37STDB.
Perubahan terbaru atas peraturan tersebut diatur dalam Kepdirjenbun
No. 123 tahun 2024.

Q Is it mandatory to issue STDB through the e-STDB system?

Ya, sesuai dengan Kepdirjenbun No. 37 tahun 2024, seluruh proses
mulai dari pendataan hingga penerbitan STDB harus dilakukan melalui
sistem informasi e-STDB yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan dengan alamat stdb.ditjenbun.pertanian.go.id.

Peraturan mengenai e-STDB diatur dalam Kepdirjenbun No. 37 tahun
2024 yang diubah melalui Kepdirjenbun No. 123 tahun 2024.

Q Data apa yang diperlukan untuk STDB?

Data identitas petani, rincian perkebunan (jenis tanaman, luas area),
data organisasi petani, peta poligon perkebunan. Formulir pengumpulan
data dapat diunduh dari: https://bit.ly/SKDirjenbun37STDB.

(0} Apa saja persyaratan pemetaan untuk STDB?

Peta geospasial harus memiliki skala dasar minimum 1:50.000, direpresentasikan
dalam bentuk area/poligon, dan data geospasial harus dalam format digital (file SHP)
yang dapat diunggah ke sistem e-STDB.

Q Apa saja kriteria perkebunan yang lolos verifikasi?

STDB pada kawasan Perhutanan Sosial lolos verifikasi apabila: (a) penggunaan lahan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (b) petani memiliki dokumen
kelola kawasan Perhutanan Sosial oleh Kementerian Kehutanan.
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https://bit.ly/SKDirjenbun37STDB

Pertanyaan & Jawaban

Q Apakah dinas kabupaten/kota perlu menyiapkan penomoran STDB?

Nomor STDB yang diterbitkan melalui e-STDB telah menggunakan sistem
penomoran nasional yang secara otomatis dihasilkan oleh platform.

Q Apakah tanda tangan elektronik wajib untuk STDB?

Tanda tangan elektronik (TTE) bersifat wajib. Apabila Bupati/Wali Kota/Kepala Dinas yang
diberikan kewenangan belum memiliki TTE maka dapat diganti dengan tanda tangan manual.

Q Dapatkah STDB kedaluwarsa?

Ya, STDB dapat dicabut, kedaluwarsa, atau tidak berlaku lagi dalam kondisi-kondisi berikut
(a) perubahan kepemilikan, (b) perubahan jenis tanaman, (c) perubahan luas area, dan (d)
lahan dihancurkan atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

Q Bagaimana penerbitan STDB didanai?

Penerbitan STDB dapat didanai oleh: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
(b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (c) Badan Layanan Umum (BLU) yang
mengelola dana perkebunan, atau (d) sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(0] Akun apa saja yang diperlukan pada platform e-STDB?

Untuk pemerintah kabupaten/kota: akun admin, akun entri data, akun pemetaan,
akun verifikasi, akun penerbitan (Dinas Pertanian dan Kepala Dinas). Untuk
pemerintah provinsi: akun admin provinsi.

(0] Siapa saja yang memenuhi syarat untuk memiliki akun e-STDB?

Akun e-STDB dapat dipegang oleh petugas teknis atau petugas Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota/Provinsi.

Q Apakah ada panduan pengguna untuk e-STDB?

Ya. Panduan pengguna dapat diunduh dari menu Unduh
di situs web e-STDB. Video tutorial tersedia di tautan ini:
https://bit.ly/VideoTutorialeSTDB.



https://bit.ly/VideoTutorialeSTDB

Pertanyaan & Jawaban

Q Siapa saja yang dapat mendaftar e-STDB?

Pekebun yang bergerak di bidang budidaya tanaman perkebunan (seperti karet, kopi, kakao,
dan lain-lain) dapat melakukan pendaftaran e-STDB. Pendaftaran dapat dilakukan secara
perorangan atau melalui kelompok tani/koperasi. Petani harus memiliki kontrol atas lahan
(secara hukum atau de facto) dan memenuhi persyaratan data dasar dan pemetaan.

Q Berapa lama proses pendaftaran berlangsung?

Durasi dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan kapasitas pemerintah
daerah, tetapi biasanya proses dari pengumpulan data hingga penerbitan dapat memakan
waktu 2-6 minggu. Penundaan dapat terjadi jika diperlukan verifikasi tambahan atau jika
data pemetaan tidak jelas.

Q Apa yang terjadi jika aplikasi saya ditolak?

Jika permohonan ditolak, alasannya akan diberikan melalui sistem e-STDB atau akan
diinformasikan oleh otoritas setempat. Penyebab umum penolakan meliputi:
Perkebunan berada di kawasan hutan atau di luar zona penggunaan lahan yang
diizinkan.
Data tidak lengkap atau tidak konsisten.
Klaim yang tumpang tindih dengan hak atas tanah lainnya (misalnya HGU).

Petani dapat memperbaiki data dan mengirimkannya kembali setelah mengatasi
masalah tersebut.

Q Dapatkah saya memperbarui detail e-STDB saya setelah pendaftaran?

Ya, petani atau perwakilan mereka dapat meminta informasi terbaru melalui kantor
pertanian setempat. Pemutakhiran dapat mencakup: (a) perubahan jenis tanaman, (b)
perubahan luas areal perkebunan, dan (c) koreksi data petani atau kesalahan
pemetaan. Pemutakhiran tersebut harus diverifikasi kembali oleh dinas setempat
sebelum dimasukkan ke dalam sistem e-STDB. Petani harus selalu memperbaharui
data STDB apabila ada perubahan identitas petani dan/atau batas lahan.

Q Bagaimana cara pembeli memverifikasi apakah petani memiliki e-STDB yang valid?

Pembeli dapat memverifikasi status STDB dengan:

Meminta nomor sertifikat STDB dari petani dan memeriksanya ke dinas
pertanian setempat.

Menggunakan fitur verifikasi yang tersedia di platform e-STDB, jika akses
diberikan oleh admin sistem.

Di masa depan, integrasi dengan sistem kepemilikan lahan diharapkan dapat
membuat verifikasi menjadi lebih mulus.

A




Pertanyaan & Jawaban

Q Dukungan apa yang tersedia bagi petani yang menghadapi kesulitan pendaftaran?

Tersedia beberapa jenis dukungan:

Bantuan teknis dari penyuluh pertanian pemerintah daerah atau staf Dinas Pertanian.
Program peningkatan kapasitas dari LSM atau inisiatif yang didukung donor.
Dukungan dari koperasi atau kelompok tani yang sering memfasilitasi pendaftaran kolektif. A
Panduan pengguna dan video tutorial tersedia di situs web e-STDB.

Di beberapa daerah, pemerintah atau pelaku sektor swasta juga membantu
menanggung biaya pemetaan.

(0] Apa perbedaan utama antara proses registrasi e-STDB
untuk lahan di KHDPK dengan lahan pada umumnya?

KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) adalah lahan hutan yang
ditetapkan untuk perhutanan sosial di bawah pengelolaan pemerintah, yang
seringkali melibatkan proses multipihak. Kegiatan perkebunan di area KHDPK
harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan biasanya
memerlukan izin perhutanan sosial sebelum STDB dapat diterbitkan.

Perbedaan keduanya adalah dokumen yang diperlukan di awal, yaitu Izin
Perhutanan Sosial untuk skema KHDPK.
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Form Aplikasi STDB

SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB)

Nomor Urut Responden
Nama Petugas Pendataan

A. IDENTITAS PEKEBUN

(lingkari yang sesuai) 2. SD/sederajat

3. SMP/sederajat

Nama Provinsi Kabupaten/Kota
No. KTP

Tempat tanggal lahir Kecamatan Desa/Kelurahan
(dd/mmiyyyy)

Jenis kelamin (lingkari yang sesual) Alamat Pekebun

1. Laki-aki

2. Perempuan

Pendidikan 1. Tidak Ada 4. SMA/sederajat 7.82/53

5. Diploma/Sarjana muda
6.D4/S1

B. KETERANGAN KEBUN
(Dapat mengisi Lebih dari 1 Kebun)

2: Girik/SKT/SKGR/Hak Pengelolaan
3. Tanah ulayat/adat

Kebun Ke-........ (7,2,3,dst..... (jika lebih darl 1 kebun/persl)))
Status lahan yang diusahakan (lingkan yang sesuai)
1. SHM 4. Pengusahaan Legal Lainnya (Sebutkan) ...........cocvveernee

5. Lahan Kawasan Hutan Produksi/Sosial
6. Lahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi

Nomor/dokumen lahan yang diusahakan

Luas lahan berdasarkan Dokumen (m2)

Pola tanam (lingkari yang sesuai)

1. Monokultur 2. Polikultur

(dlis! lebih dari 1 apablla pola

tanam polikultur) Komoditas Utama

Komoditas Lainnya
(Jika Ada)

Komoditas Lainnya
(Jika Ada)

Komoditas

Luas areal tertanam (m2)

Tahun tanam

Tahun tanam sebelum
peremajaan

(jika ada p jaan)

Jumlah tegakan pohon

Produksi per tahun (ton)

Produktivitas (Ton/Ha)

Asal benih
(diisi lebih dari 1 apabila pola

1. Benih bersertifikat
2. Benih tidak bersertifikat

1. Lahan Mineral
2. Lahan Basa (Pasang

Jenis lahan
(dilsi lebih dari 1 apabila pola

tanam pollkultur) 3. Tidak Tahu tanam polikultur) Surut, Gambut)
Jenis Pupuk 1. Organik 2. Non Organik 3. Campuran
Mitra penjualan 1. Koperasi 2. Perusahaan Pengolahan 3. Lainnya, .....................

C. KETERANGAN K

ELEMBAGAAN TANI

(Apabila tergabung dalam Kelembagaan)

Nama kelembagaan tani (dapat diisi lebih dari 1)

Nomor kelompok dalam SIMLUHTAN

Komoditas kelembagaan tani (dapat diis! lebih dari 1)

Alamat kelembagaan tani

D. LOKASI KEBUN
(Minimal 4 (empat) titik koordinat. membentuk polygon)

Titik Koordinat 1. (Long) (Lat)
2. (Long) (Lat)
3. (Long) (Lat)
4. (Long) (Lat)




Daftar Istilah

e-STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya Elektronik)

Sistem digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan (Ditjen Perkebunan) untuk registrasi dan verifikasi
kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh petani swadaya.
Sistem ini berfungsi sebagai catatan resmi penggunaan lahan untuk
tujuan perkebunan dan diperlukan untuk legalitas, ketertelusuran,
dan kepatuhan.

KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus)

Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk dikelola secara khusus, yang biasanya
digunakan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial atau
kemitraan lainnya untuk agroforestri dan pemanfaatan
berkelanjutan.

Wanatani (Agroforestri)

Sebuah sistem pengelolaan penggunaan lahan di mana pohon atau
semak-semak ditanam di sekitar atau di antara tanaman dan padang
rumput. Wanatani menggabungkan teknologi pertanian dan
kehutanan untuk menciptakan sistem penggunaan lahan yang lebih
beragam, produktif, dan berkelanjutan, terutama bermanfaat bagi
petani swadaya di daerah yang berdekatan dengan hutan.

Kawasan Hutan

Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.




Daftar Istilah

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Peraturan perencanaan tata ruang yang mendefinisikan penggunaan
lahan yang diizinkan di wilayah tertentu (misalnya, perumahan, industri,
pertanian, konservasi). Penggunaan lahan harus sesuai dengan RTRW
setempat agar memenuhi syarat untuk pendaftaran STDB.

Perhutanan Sosial

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan
hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku
kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan
dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan
Kemitraan Kehutanan.

Poligon Kebun

Peta digital dalam format shapefile yang menggambarkan batas-batas
lahan petani yang digunakan untuk budidaya. Diperlukan untuk
verifikasi dalam sistem e-STDB untuk memastikan bahwa lahan tersebut
tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung atau konsesi lainnya.




Daftar Kontak Instansi Terkait STDB

@@@
Hotline STDB

Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kementerian Pertanian

A

Dire:ktorat Jenderal Perhutanan
Sosial, Kementerian Kehutanan

+62 813-2512-7343

+62 21-573-7945

N

A\l D

— =
Perum Perhutani

Referensi

e https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id

e Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/0T.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

e Surat Keputusan Dirjenbun No. 37 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

e Surat Keputusan Dirjenbun No. 123 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Keputusan Dirjenbun No. 37 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

+62 217-805-730

Seluruh foto dalam buku panduan ini berasal dari dokumentasi Koltiva.
Ilustrasi dan ikon dikembangkan oleh Koltiva menggunakan aset berlisensi.




